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KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Ihamdulillah Syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi.
Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada
Nabi kita Muhammad SAW, Kami bersyukur Laboratorium
Hukum Terpadu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah
Palembang telah dapat menyelesaikan modul PLKH, semoga menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, terutama
dalam menyikapi adanya Kurikulum Berbasis KKNI. Laboratorium
terpadu dalam proses pembelajaran menjadi tempat melatih dan ber-
latih mahasiswa menekuni sesuatu pekerjaan yang membutuhkan ke-
ahlian salah satu laboratorium terpadu yang ada pada Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah laboratorium hukum.
Laboratorium Terpadu Kemahiran Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum merupakan bagian yang lak terpisahkan dan pembelajaran
hukum. Di sini pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian
yang menempatkan posisi yang strategis dan mulia (Officium Nobile).
Di samping itu, Laboratorium Kemahiran Hukum merupakan standar
profesi yang menjadi tolok ukur agar mahasiswa memperoleh keper-
cayaan masyarakat untuk menjamin proses pendidikan. Untuk mewu-
judkan itu semua sangat kita sadari, bahwa materi kuliah secara teoretis
tidaklah cukup, tetapi diperlukan juga penekanan pada aspek penge-
tahuan dan pengalaman (paktik). Dalam mendukung pelaksanaan ku-
liah Laboratorium Kemahiran Hukum, maka diterbitkan Modul Ce-
takan VII bahan ajar ini yang dibuat oleh Tim Pengajar Laboratorium
Terpadu Kemahiran Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
Andaikan ada kesalahan, kekeliruan dalam penulisan Modul Ce-

takan VII dalam bahan ajar ini kritik dan sarannya kami terima.

Palembang, Desember 2021
Dekan,

Dr. H. Marsaid, M.A.

NIP. 196207061990031004
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mat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Pendidikan
dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dapat diselesaikan.
Buku PLKH ini merujuk pada silabi matakuliah Pendidikan Lati-
han Kemahiran Hukum (PLKH) yang tercantum dalam kurikulum, di
mana dalam proses pembelajaran diberikan dalam bentuk teori 30%
dan praktik 70%. Dalam Modul PLKH ini disajikan beberapa materi
pengantar untuk teori bidang litigasi dan nonlitigasi, serta beberapa
contoh surat yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut.
Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini
kami ucapkan terima kasih. Kami sangat mengharapkan kritik yang
kontruktif untuk kesempurnaan buku ini.
Akhirnya, semoga buku Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum

(PLKH) Cetakan VII ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khu-
susnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

3 Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rah-

Palembang.

Palembang, Desember 2021

Tim Penyusun
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HUKUM ACARA

TATA USAHA NEGARA
Oleh: M. Tamudin, S.Ag., M.H.

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

ebelum menjelaskan pengertian hukum acara TUN, maka harus
dipahami terlebih dahulu tentang pengertian tata usaha negara.
Pengertian tata usaha negara adalah administrasi negara yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah.’ Sedangkan hukum acara tata usaha
negara menurut Rozali Abdullah’ adalah rangkaian peraturan yang
memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk
melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara (hu-
kum administrasi negara). Dengan kata lain, hukum acara tata usaha
negara adalah peraturan yang meng-atur bagaimana cara memperta-
hankan hukum materiel tata usaha negara yang menjadi kewenangan

peradilan tata usaha negara.

B. KEKUASAAN ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA
NEGARA '

Kekuasaan absolut pengadilan di ling
Negara tertuang pada Pasal 47 Undang-Un

kungan Peradilan Tata Usaha
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mor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah direvis; dt‘llunn Und

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang p
ha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan ber

ill]g_ Und

C't‘llil‘ln ' tlnR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa
Yang dimaksud dengan sengketa tata us |

keta yang timbul dalam bidang tata usaha negara antary . b

badan hukum perdata dengan badan atau pejabat t

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dike . kt‘pu.'

tusan tata usaha negara, termasuk sengketa Kepeg

peraturan perundang-undangan yang berlaku.®
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui b

ahwa yang dimakgyg
dengan sengketa tata usaha negara terdiri dari

beberapa unsur, yaitu
a. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara.

b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan
badan atau pejabat tata usaha negara,

Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya keputus
an tata usaha negara. *

C. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara timbul dari akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara, Keputusan tata usaha negara menuru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaim
na direvisi dengan Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 200:
terdapat pada Pasal | Angka 3 yang menentukan bahwa keputusan ¥

h
usaha negara adalah suaty penetapan tertulis yang dikeluarkan ole

m
badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan h“k"an
tata usaha negara yang berdasarkan we

peraturan perundang-und
yang berlaku,

bul
bersifat konkret, individual dan final, yang meni™

kan akibat hukum bagi
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|. Penetapan tertulis.

“penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan
kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau peja-
bat tata usaha negara, Keputusan ity memang diharuskan tertulis,
namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya se-
perti surat keputusan pengangkatan.dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pem-

buktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi

sarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan ba-

dan atau pejabat tata usaha negara menurut undang-undang ini
apabila sudah jelas:

a. Badan atau pejabat tata usaha mana yang mengeluarkannya;
b. Maksud serta mengenai hal apa ini tulisan itu;

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di
dalamnya.’ '

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat
di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat ek-
sekutif.

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum
badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu
ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak

atau kewajiban pada orang lain.

4. Bersifat konkret, individual, dan final

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan 'dalam keputusan
tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau

dapat ditentukan, umpamanya keputusan mcn'genai rufnah si.A.
izin usaha bagi si B pemberitahuan si A sebagai pegawa{ neger‘l.

Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara tidak ditu-
jukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

J

g-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai-

’Lihat Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undan Tahun 2009 tentang Peradilan TUN.

Mana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51

'—:—. —— IT———— 203 |
" g d SRR, WTB—— SRR

| S—— oy R

B B A S B TR TR
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tersebut.
Bersifat final artinya sudah definitif dan karenany, dapat p.
nimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih Memerlyky,
persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bers;fy final
Karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atay kewajibar;
pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya Keputusan Pengang.
katan pegawai negeri sipil memerlukan persetujuan dari Badan
Administrasi Kepegawaian Negara.'?

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukun
perdata.

Akibat hukum tata usaha negara tersebut'! dapat berupa:

a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum
yang telah ada (declaratoir), misalnya surat keterangan dari

’ pejabat pembuat akta tanah yang isinya menyebutkan antara
A dan B memang telah terjadi jual beli tanah.

b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum
yang baru (konstitutif), misalnya keputusan Menteri Perin-
dustrian dan Perdagangan yang isinya menyebutkan suatd
perseroan terbatas diberikan izin mengimpor suatu jenis ba-
rang.

¢. 1) Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atat kT-

adaan hukum yang telah ada, misalnya keputusan Kepﬂ‘f
Badan Pertanahan Nasional tentang penolakan p¢! mo

honan perpanjangan hak guna usaha.
2) Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum

keadaan hukum yang baru, misalnya keputusatl Me
Perindustrian dan Perdagangan tentang penolakan

W

-_—— v

;llilu
ater!
pt’f"

"Ibid.
"Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan p
dan Hukum Administrasi, (Bandung; Alumni, |

—“_—-—__...__-‘_

"

a 15"‘13
min
ngertian Pokok tentans ad

985), hlm, 118-119.

K BR. %
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mohonan dari suaq, e

ESeroan terha
por suatu jenis barang,

a5 untulc mengim

Pengertian kcpulusnn Lata usaha negara wlwgnim;m.l dimaksud
dalam Pasal 1 Angku 3 mengalami perluasan makna berdasarkan Pasal

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198 sebag
Undang-Undang Nomor 51 Tahup, 2009 te
Negara yang menentukan bahwa;

almana direvisi dengan
hang Peradilan Tata Usaha

(1) Apabila badan atau pejabat tata ysah

keputusan, sedangkan hal ity menjadi kewajibannya, maka hal
tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara,
(2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tid

arkan putusan yang dimohonkan, sedangk
gaimana ditentukan dalam peraturan pe

maksud telah lewat, maka badan atay pej

tersebut dianggap telah menolak mengel
dimaksud.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ti- ‘
dak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat |
(2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterima-
nya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang ber-
sangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Keputusan yang tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha Ne€gara, padahal menjadi kewajiban dari badan atau pejabat tata '
Usaha negara untuk mengeluarkan keputusan tersebut, di dalam litera-
twre hukum tata usaha negara'* disebut keputusan tata usaha negara
fiktif; kareng keputusan ini dianggap seolah-olah ada, padahal sebe-

"4y secara faktual dalam bentuk penetapan tertulis tidak ada, dan
disebyt keputusan tata usaha negara negatif, karena badan atau peja-
F’?t Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan yang
‘ lak permohonan.

Sebagai keputusan tata usaha negara, keputusan tata usaha ne-
fiktif atay, negatif dapat juga mengakibatkan terjadinya sengketa

o ——

l - Ne Jlndmhaf to, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
E 97, Buky L, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 184-185.

4 negara tidak mengeluarkan

ak mengelu-
an jangka waktu seba-
rundang-undangan di-
abat Tata Usaha Negara
uarkan keputusan yang

gara
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tata usaha negara yang termasuk ruang lingkup Mengadil; dar
R e TP a ki . A
adilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. P(ng

D. PARA PIHAK DALAM SENGKETA TATA USAHA . ”

1. Penggugat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republ;
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usahq Neg
ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dep, 8an pengg,
Namun dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang—Undang Republik,
donesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik [ndongg;,
Nomor 51 Tahun 2009 dapat diketahui siapa yang dimaksyd dengy
penggugat. Pasal 53 ayat (1) menyebutkan: “Orang atau badan hukun
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan ta
usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadil
yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negn
yang disengketakan ity dinyatakan batal atau tidak sah dengan at
tanpa disertai tuntutan gantj rugi dan/atau rehabilitasi”

Dari ketentuan tersebyt dapat diketahui bahwa dalam sengke
tata usaha negara, yang bertindak sebagai penggugat yaitu:

3. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu k¥

Tahl]n 1986
ara tidak i
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_a.

ik mengajukan gugatan,

Kclnml"“k Kedua, OTang-orang atay | N hukum pe |
Japat disebut sebagai pihak Ketiga yang prt_.,mng per
. Individu-individu yang Merupakan pily
pentingan. Kelompok inj me
cara tidak langsung oleh Keluarnya Keputusan tata
gara yang sebenarnya dialamatkan kepada or
Organisasi-organisasi kemasyarakatan
sebagai pihak ketiga dapat meras
keluarnya suatu keputusan

ad ala yang
annya meliputi.
ak ketiga yang berke-
rasa terkeng kepcnlingmmya Se-
usaha ne.
ang lain,

(pecinta lingkungan)
a berkepentingan, karena

tata usaha negara ity dianggap
bertentangan dengan tujuan yang mereka perjuangkan sesyaj

dengan Anggaran Dasarnya (AD).
»  Kelompok ketiga, badan atau jabatan tata usaha negara yang lain,

namun UU PTUN tidak memberi hak kepada badan atau jabatan
Tata Usaha Negara tersebut untuk menggugat

| -

Adanya kepentingan merupakan suatu Syarat minimal untuk dapat
dijadikan alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata
Usaha Negara mengandung dua arti:'

L. menunjukkan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan me-
lakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi
oleh hukum tersebut dapat kita lihat dari adanya hubungan antara
orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak de-
f8an keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak.

l(fPentingan ini dapat dikelompokkan dalam:

K“313€ntingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, apabila
kepentingan itu jelas: W
= kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat Sencits
i kePentingan itu harus bersifat pribadi;

kepentingan itu harus bersifat langsung;

—

i
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

......
-----------------------------------
i .

Ll
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tuk mengajukan gugatan.

Kelompok kedua, PTang-orang atay

adan hukbum e
. U erdata vano
dapat disebut sebagai pihak ketiga Yang kepentinganmya meli [*g
. ’- -i . . ' i =k "r{ C lrju l:
1. Individu-individy yang Merupakan pihak ketio, vang berke
. , O JRIUR -
pentingan. Kelompok inj mer J

asa terkena kepe
cara tidak langsung olel; keluarnya

gara yang sebenarnya dialam

Nlingannya se-
Keputusan tata usaha ne-
atkan kepada orang lain,

hukum tersebut dapat kita lihat dari adanya hubungan antara
orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak de-

"8an keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak.

KePentingan ini dapat dikelompokkan dalam;
a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, apabila

l(ePentingan itu jelas: N
=~ kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri;
kepentingan itu harus bersifat pribadi;

kepentingan itu harus bersifat langsung;

—

—

uuuuu
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- kepentingan +u secara objektif dapat ditcmukam \
maupun intensitasnya.

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan 8 1
negara yang bersangkutan. Tiap keputusan tata usahg NCgaray, a
telah dikeluarkan itu sebenarna merupakan suatu proge, ranng
kaian keluarnya berbagai jenis keputusan. Dari keselyry}, ra,]g:
kaian proses keputusan itu tentu ada satu keputusan pokok 1 f
dimaksudkan untuk dapat menimbulkan suatu akibat hukumg
Keputusan inilah yang diberi suatu klasifikasi dan yang empu.l

nyai arti untuk digugat.

djk m
snai luas C.
l]gtllt‘l L1

2. Tergugat
Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indo-

nesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan tergugat adalah badan atau
pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan
wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang
digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ang
dapat diketahui bahwa sebagai tergugat dibedakan antara:

eluarkan keputusan fatd usa
atau Yan

badan hu-

ka 6 tersebut

a. Badan tata usaha negara yang meng
ha negara berdasarkan wewenang yang ada padany3

dilimxpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atat
kum perdata.

Di sini sebagai tergugat ialah jabatan pada badan tata usaha njgaﬁ '
yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasark? ,
wenang dari badan tata usaha negara tersebut atau wewena.ﬂig idak
dilimpahkan kepadanya, Badan Tata Usaha Negard sen('hfa yang
mungkin dapat mengeluarkan keputusan tata usaha neg .
dapat mengeluarkan keputusan tata usaha negara ad o ha
pada Badan Tata Usaha Negara, yang dalam kegiatal sehc}l‘:lkasi
lakukan oleh pemangku jabatan yang merupakan pet son
jabatan Badan Tata Usaha Negara tersebut. Sebagal ¢ n
Pertimbangan Kepegawaian yang mempunyai wewer

a
ipindai dengan CamScanner
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HAB S . Hubum Acara Tat3 1)s

!
aha Negara f----_“*_._

mengambil kcputu*.:ln I@rh;ldnp lmmlin;g administratif h:rh:.nl;ap

pcnjatuhan hukuman disiplin berupa pemb

hormat SCl)ﬂgﬂi pegawa neger ‘:ipil S(;‘hilg;lllll;llln yang (fill‘l;ll/*:ud
dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerint J
Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian,
Dengan demikian, jika sampai terjadi sengketa t -
dengan Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menjadi tergugat
ialah jabatan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian.

b. Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usa-
ha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atauy yang di-

limpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum
perdata.

Di sini sebagai tergugat ialah jabatan tata usaha negara yang me-
ngeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang-

nya atau yang dilimpahkan kepadanya, bukan pejabat tata usaha
negara. Sebagai contoh, A pejabat atau pemangku jabatan Bupati
Kepala Daerah Kabupaten X telah mengeluarkan surat perintah
pembongkaran bangunan, karena bangunan itu tidak memiliki
IMB. Pada waktu B menggantikan A sebagai pejabat atau pe-
mangku jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X, surat perin-
tah tersebut baru dilaksanakan. Jika C merasa dirugikan dengan
dilaksanakannya surat perintah pembongkaran dan C mengaju-
kan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam seng-
keta tata usaha negara ini yang menjadi tergugat ialah jabatan
Bupati Kepala Daerah Kabupaten X dan bukan B sebagai pejabat
atau pemangku jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X.

erhentian tidak dengan

ah No. 30 Tahun 1980

ata usaha negara

Oleh karena itu, untuk dapat menentukan badan atau pejabat tata
usaha negara menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara, per-
lu diperhatikan jenis wewenang badan atau pejabat tata usaha n'egar:a
Pada wakty, mengeluarkan keputusan tata usaha negara, apakah 'atnbusn.
Pemberian kuasa (mandat atau pelimpahan wewenang [delcgasi]). Yang
dimakgyqg dengan masing-masing jenis wewenang tersebut, yaitu:

L

“R. Wiyono, Hukum Acara Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

l- 2o A
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a.  Wewenang yang diberikan dengan atribys;
yang langsung diberikan atau langsung ditentukg,, olel 1,
perundang-undangan kepada badan atay Pejabat 1y, lllt'r.
gara, misalnya wewenang yang diberikan Kepada pp,
tuk mengangkat dan memberhentikan jaksa 4
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
donesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana djrey,

dang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahy
Kejaksaan Republik Indonesia.

) tll‘tll]}ra \\‘e\\‘
t‘na
nE

Slden RI l‘-~‘
SCbagaima;
RePUblik lnj

18] dengan Uy
n 20> ‘

gung

amM mengeluarkan Keputusan
» tetapi mandataris hanya sekadar

ang dari mandans ke mandataris

ab atas dikeluarkannya keputusan
Pada mandans.
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arkan Keputusan tata usaha negara dap

. at didelegasikan. Pembe-
rian de-legasi untuk mengeluark

an keputusan tata usaha negarad
yang dimaksud dari delegans Kepada delegataris harus dituang
kan dalam bentuk formal. misalnya dalam bentuk surat keputus
an. Sebagai akibat dari pemberian wewenang dengan delegasi,
delegans sudah tidak mempunyai wewenang lagi untuk menge-
luarkan keputusan tata usaha negara, Delegans baru mempunyai
wewenang kembali untuk mengeluarkan keputusan tata usaha

negara, setelah mencabut terlebih dahulu pemberian delegasi ke-
pada delegataris.

GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Alasan Mengajukan Gugatan
Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara menyebutkan ada tiga alasan menggugat suatu keputu-
san Tata Usahd Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

d.

‘pada pengambilan atau tidak mengambil keputus

Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan de-
ngan peraturan perundang-undangan. “Bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan” maksudnya keputusan itu ber-
tentangani baik secara formal malipun dari segi materiel, atau
karena keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat
TUN yang tidak berwenang. “Tidak berwenang” dapat bermakna
menyangkut kompetensi absolut, atau kompetensi relatif, atau ti-

dak berwenang dari segi waktu.
Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan

keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggu-
nakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya
wewenang tersebut. Penjelasan undang-undang ini menyatakan
bahwa dasar pembatalan ini disebut penyalahgunaan wewenang,
Badan' atau pejabat tata usaha negara pada waktu me-ngeluar-
kan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimanadlmz}ksud
dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan

yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai
an tersebut. Pen-

£y

wosems 211
'.‘..'.',-.'. A
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lasan undang-undang inf menyatakan bahwg (j,,,
‘(: asan \ o " a8 YU TL '
] i sering discbut larangan berbuat sewenang. y,
ini sering dit

t .

rl' l'('ll
"’,“”tr

!

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan
Tenggang waktu mengajukan guga:lfm (lillillllt Pasal
Undang Republik Indonesia Nm‘n‘m' 51 Tahun 20?){ e
Tata Usaha Negara disebutkan: "Gugatan d“l."“ ‘:lliljuk
tenggang waktu 90 hari tcrhitung.scjnk saat diterj Many, .m'
kannya keputusan badan atau pc;al.)at tata usaha negary”
Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan se

ml)ilan puhlh hari
tersebut dihitung secara bervariasi:

a.  sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Ne
itu memuat nama penggugat;

setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dq]
an perundang-undangan yang memberikan kese
administrasi negara untuk memberikan Keputus

Bara )’ﬂng dlgugal

4m peratyr.
Mpatan kepada

dIl, namun 12 i
dak berbuat apa-apa;

C.  setelah lewat empat bulan, a
an tidak memberikan kes
untuk memberikan keputusa

pabila peraturan perundang-undang-
empatan kepada administrasi negara

n dan ternyata ia tidak berbuat apa-
apa;

yang tertuju kepada s;

. ud
a Usaha Negara biasa (positif) berwt)

j dih
:lalmat yarfg dituju, maka S_aat ™ ejak
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sejak diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang diputus d
instansi upaya administratif yang bersangkutan.

Untuk keputusan fiktif bedanya terletak pada apakah dalam per-
Jturan dasarnya ditentukan ada tidaknya tenggang waktu dalam
batas mana badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus sudah
mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk.
Kalau ada ketentuan tenggang waktu harus mengeluarkan kepu-
tusan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung se-
jak habisnya kesempatan mengambil suatu Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan. Adapun apabila tidak ada ketentuan
tenggang waktu untuk mengambil suatu keputusan Tata Usaha

Negara yang dimohon, maka tenggang waktu 90 (sembilan pu-
luh) hari itu dihitung setelah lewat empat bulan sejak permohon-

an yang bersangkutan diterima.

ari

Berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, angka V

tentang tenggang waktu (Pasal 55) Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992, menyebutkan:

d.

la tidak terpenuhi dapat berakibat gugat

diterimg, Dalam Pasal 56 Undang-Un
2 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 ter-
henti/ditunda pada waktu gugatan didaftarkan ke kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.
Sehubungan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan

baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu sebagaimana dimak-

sud pada butir 1.
Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha

Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan'maka teng-
gang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara

kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh kePu-
tusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu.

Syarat-syarat Gugatan

Persyaratan gugatan pada dasarnya bersifat formal, namun apabi-

an menjadi ditolak atau tidak

dang Republik Indonesia Nomor
Negara disebutkan bah-

"2 syar at-syarat gugatan yaitu:

“213

g 3
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1. Gugatan harus memuat:
1) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dap, Deke
qugat atau kuasa hukumnya;

) nama jabatan, dan tempat kedudukan lergugat,
3 dasar gugatan dan hal yang diminta untyk (Iiputuqk.m '
. . ‘ : ne

pengadilan,

b, Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oo
penggugat, maka gugatan harus disertai surat ku

¢ Gugatan sedapat mungkin Juga disertai ke

Negara yang disengketakan oleh penggugat,

h

" SC()mng kuaaa

dSa )’E]I]g sah.
utusan

4. Tuntutan dalam Gugatan

Berdasark
PTUN, maka t

d.

an Pasal 53 ayat (1), Pasal 3, d
untutan (p

an Pasal 117 ayat (2) Ut
tan dapat berupa:

i
"Undangan yang menP!

| r‘l‘
“S2lan sengketa tata usaha e .
Yang
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Negara l—-——am_ﬂ_“__ )

ogsal 48 Undang-Undang Nomor 5 1
tengan Undang-Undang Republik 1,
UL _ "

ang Peradilan Tata Usaha Ne

ahun 1934 sebagaimana direvis;
1donesia Nomor 5] Tahun 20()9
gara yang berbunyi:

Dalam hal suatu badan atay pe
wenang oleh atau berdasarkan

untuk menyelesaikan secar

tent

: abat tata usaha negara diberi we-

AN peraturan perund

a administratif sengk
negara tertentu, maka sengketa tats usaha neg

diselesaikan melalui upaya administratif yang ter

Pengadilan baru ber wenang memeriksa, memutus, dan menvele-
saikan sengketa tata usaha negara sebagimana d; J

ang-undangan

sedia.

e

2 Prosedur keberatan, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh
seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap
Keputusan tata usaha negara, yang penyelesaian sengketa tata usa-
ha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
Negara tersebut, dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara
yang dimaksud. |

Banding administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh
*€seorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap
kCputusan tata usaha negara, yang penyelesaian sengketa tata usa-
ha negara sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara
lersebut, dilakukan oleh atasan dari badan atau pejabat tata usaha
Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau in-
$tansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menge-
luar kan keputusan tata usaha negara.

pe")'desaian sengketa tata usaha negara selanjutnya apabila orang

“au badap, hukum perdata masih belum puas terhadap keputusaxc: dari
“Paya ddministratif yang telah diajukan, maka berdasarkan Undang-

< e . -4%

g T
i
k
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Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 198¢ seba
visi dengan Undang-Undang Republik Indonesia N,
2009 Pasal 51 yang secara terbatas menentukan:

|

(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan pe
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat perta
keta tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Py,

(2) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negar
mana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohg

l‘Wenang
Ma Seng.
al 48

4 Sebagy;.
| Nan kasasil
Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesig Nomo;

5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republig
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya diperjelas lag; denga
Ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung N,
Tahun 1991 butir IV. 2 huruf a dan b, dapat diketahui bahwa Mahka-
mah Agung memberikan petunjuk pelaksanaan tentang penyelesaian
sengketa tata usaha negara selanjutnya apabila orang atau badan h
kum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya admi
nistratif yang telah diajukan, yaitu

d.

dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ot
Jika dalam peraturan perundang-undangan yang men) ad.l d;(an
di-keluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengalu‘ba g
terjadinya sengketa tata usaha negara, upaya administratt ,};iiﬂg |
tersedia adalah banding administratif atau keberatan da bi:eng'
administratif. maka penyelesaian selanjutnya adalah il

ajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaré
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WA, Witkevinny Av wi Lk Usishin Moyt a

||)*i|: ||||Mll||)"| 'H'“l l(1) Illlll S I!H,p“l' .
qupatn, aprdede sudiahy nenag denpan p

Qard wepd materiel gagatan,

Untule memudahlan Pemerilesig perkin selanjutnya, maka
cetelah perkara terdattar di memperolel nomor perkara, olel staf
kepaniterann dibunthan resume pugatan terlebih dahulu sebelam di
ajukan kepada Ketun Pengadilan ‘Fats Usithin: Negara dengan bentulk
formal Yang Ininyi |Nll|sl |m|m|myn m-lmunl herikut:

CHETOrmal bentuk dan isi sugaf
.l'nl| 'lh, ll'lal'll Hl'.ll’ ml'llyi*lllll'l

o Sapa hllh]t‘k pugatan dan npikal penggugat maju sendiri atau ada
kuasa hukumnya,

o Apayang menjadl objek gugatan dan apakah objek gugatan terse-
but termasuk dalam pengertian keputusan ‘Tata Usaha Negara
yang memenuhl unsur-unsur Pasal 1 butir 3,

o Apakah yang menjadi alasan gugatan dan apakah alasan tersebut
telah memenuhl unsur Pasal 53 ayat (2) butir a dan b,

o Apakah yang menjadi petitum gugatan, apakah hanya pembatal-an
keputusan ‘Tata Usaha Negara ataukah ditambah dengan tuntutan
gantl rugl dan rehabilitasi,

2. Rapat Permusyawaratan

Setelah surat gugatan beserta resume gugatan diterima oleh ketua
pengadilan darl panitera, maka oleh ketua pengadilan surat gugatan
tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 62 ayat (1) yang menentukan: Dalam rapat permu-
syawaratan, ketua pengadilan berwenang menentukan dengan suatu
penctapan yang dilengkapl dengan suatu pertimbangan bahwa -
patan yang diajukan Itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar
dalam hal;

% Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam we-
wenang Pengadilan Tata Usaha Negara,

b, Syuml-syaral gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 tidak di-
penuhi oleh penggugat walaupun ia telah diberitahu dan diper-

Ingatkan,
“ Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
d, Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh
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1 aha Negara.,
keputusan lata Usaha Neg:

illl I(* ,
. : chll t""
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Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadil,,, lat,

(111(‘ i ; ‘ 1 M L} p # ,' P ..' s '

a disebut Penetapan dismissal. Jika hasil dar] Pum-nktm;l“ |
negara dise ilan Tata Usaha Negara 1 l; y""?
lilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara i), Mey
Ll ' ' ' _ |
atu atau beberapa ketentuan sebagaimana yang dimaksyl dal
S ol o] ol

aIm p
sal 62 ayat (1), maka ketua pengadilan mengeluarkan pepeq

d.

3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat

Pemeriksaan dengan acara singkat di Pengadilan Tat, Usaha Neg;.
ra dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan (verzer) atas P€netapg,
vang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyaw,

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usah: |
butkan:

(1) Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang m.

mutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan per-

timbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak

diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam

wewenang pengadilan.

b.  Syarat-syara sUgatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitaht
dan diperingatkan

¢ Gugatan tersebyt tidak didasarkan pada alasan-alasan yans
layak

d. Apa yang dituntyt dalam gugatan sebenarnya sudah terpe
nuhi oleh keputysap, Tata Usaha Negara yang diguga!

¢ Gugatan diajukap sebelum waktunya atau telah lewat waK
nya,

(2) a. p
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e N panitera penoadd:
catat oleh paniter ' pengadilan atas perintah ketua pengadilan

agaimana dimaksud dalam ayat (1)

flawanan kepada pengadilan dalam teng-
ari setelah diucapkan.

b. Perlawanan tersebut diajukan sesuaj dengan ketentuan seba-
gaiman dimaksud dalam Pasa] 56

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud d

(3) A Terhadap penetapan el
dapat diajukan perlaw
gang waktu 14 h

alam ayat (3) diperiksa dan

(5) Dalam hal perlawanan itu dibenarkan oleh pe.ngadilan

menurut acara biasa.

(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat diguna-
kan upaya hukum.

Petunjuk Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan singkat

yaitu:

a. yang memeriksa gugatan perlawanan adalah majelis hakim;

b. pemeriksaan gugatan perlawanan oleh majelis hakim tanpa
terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan persiapan;

¢. pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup,

akan tetapi putusannya harus diucapkan di depan sidang ter-
buka untuk umum;

d. Dalam memeriksa gugatan perlawanan, sebaiknya pelawan
dan terlawan didengar dalam persidangan tanpa memeriksa
pokok gugatan;

€. Terhadap putusan perlawanan tidak tersedia upaya hukum
biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perlawanan yang
di-ajukan oleh penggugat tersebut dibenarkan oleh hakim, maka ha-
kim menjatuhkan putusan bahwa perlawanan diterima dan mendasar
dan Penetapan dismissal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara menjadi gugur demi hukum, serta pokok gugatan akan
diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan biasa,

Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perlawanan yang
diajukan oleh penggugat tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim

e - P - .
e, A
F A e . i S .
7 77 e S .
F I‘I.r_ - ]
- ’ N ¥ " b - W . ot .
7 A N R T N e R S R s S %
Jlr # o ’ TP ¥ J ARy Wy . i M o N U N i 4 gT 1 ey " ’ ) W L ] et L u A s, A .
- A ol oy o " i T ol o A .
. A A R - ' A - - A e K e Pl R Bt s H‘“I. e o b
' il g oA gy o oy T o o i R e i R N W ~ [ P
e, i A ".I-"'.'-- e '|"'"- r_‘._.__. _.r.-',_._,. A Pl i s ":".F‘-'l.. g R e
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i bahwa p¢€ an
Litolak, dan penetapan dismissal yang dikelugyl,
atau ditolak, ¢

uta Usaha Negara mempunyai kekuaty,
2 hukum yang dapat digunakan ¢]q
at mengajukan gugatan bary deng
ses pengajuan gugatan baru pula,

menjatuhkan putus:

berdasar .
Ketua Pengadilan l
an tidak ada upay

tetap d
apipcnggugaldap

gugal. Tet an dagar

gugatan yang baru serta pro

4. Pemeriksaan Persiapan

Setelah melalui tahap rapat permusyawaratan, maka dilakukap
pemeriksaan persiapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggy.
gat. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negarz
disebutkan:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib meng-
adakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang
kurang jelas.

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hakim:

d.

(2)
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an ini, hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat
TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan dalam

gugatan itu. Setelah hakim merasa pugatan sudah lengkap dan sudah
memperoleh kejelasan tentang duduk perkaranya, maka hakim baru
menentukan hari sidang untuk memeriksa gugatan di muka umum.

5. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Pasal 98 dan 99
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 98 yang menye-
butkan:

(1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak
yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, peng-
gugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan su-
paya pemeriksaan sengketa dipercepat.

(2) Ketua pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah
diterimanya permohonan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1)
mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabul-
kannya permohonan tersebut.

(3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
dapat digunakan upaya hukum. 4

Selanjutnya dalam Pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usa-
ha Negara menyebutkan:

1. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal

2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu tujuh
hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu si-
dang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63.

3. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah
ing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas)

pihak, masing-mas
hari,
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at diajukan dalam rapat Permugy,,
3

_ > ¥ Ug
yugatan pengs . r
b'e an pemeriksaan dengan acar: Yay

adilan. Permohon
11a dengan surat gugatan.

an dalam rapat permusyawaratgy, befpen
dapat tidak terdapat alasan untuk menyatakan gugatan tidak diterima
2tau tidak berdasar, dan alasan permoho?an PEREEUEAL agar dify,
kan pemeriksaan dengan acard cepat dipandang cukup beralyg,
maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang meney,
kan bahwa untuk selanjutnya pemer iksaan perkara dilakukan dengan

acara cepat. Sebaliknya, apabila tidak terdapat alasan yang dipandang
cukup beralasan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan peng
gugat agar gugatan diperiksa dengan acara cepat, sedangkan terhadz
penetapan itu tidak tersedia upaya hukum, maka penggugat harus
menerima bahwa gugatannya akan diperiksa dengan acara biasa.

rulah surat
ketua peng
diajukan bersama-sal

Apabila ketua pengadil

6. Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa dari
gugatan penggugat, terlebih dahulu melalui prosedur rapat permusy?
fowho 2 dan pemeriksaan persiapan, setelah melalui kedua prosedu
Itu tidak ada alasan bagi hakim untuk I'n‘enyataka'n dalam suatu pené
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Dalam pasal 100-Pasal 107 Undang-Undang Peradil
- disebutkan bahwa alat-alat bukti yang dapat d;
a PTUN yaitu:

ol 'I';lli‘ US“h;]
Py ajukan dal.
Negd J .
hukun1acar

at atau tulisan
. Suratal |
b, Keterangan ahli
K 1CL ALl aksi
- Keterangan sa |
{ Pengakuan para pihak

o Pengetahuan hakim

Untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara, sebelum mengaju-

kan gugatan sebaiknya penggugat telah mempersiapkan alat-alat bukti
yang menguatkan gugatannya, sehingga dapat memenangkan perkara.

8. Putusan

Jenis putusan ada dua macam yaitu (1) putusan yang bukan pu-
tusan akhir, (2) putusan akhir. Isi putusan akhir dapat berupa:

a. Gugatan ditolak, yaitu putusan yang menyatakan bahwa keputus-
an Tata Usaha Negara yang menimbulkan segketa Tata Usaha
Negara adalah keputusan tata usaha negara yang tidak dinyatakan
batal atau sah I

b. Gugatan dikabulkan, yaitu putusan yang menyatakan bahwa ke-
putusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata
Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara yang din-

yatakan batal atau tidak sah. |
Dalam hal gugatan dikabulkan, maka kewajiban yang harus di-

lakukan oleh tergugat dapat berupa:
1) pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangku-

tan; atau
2) pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan

dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;

atau
3) penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan'
didasarkan pada Pasal 3.

1¢ a
. Gugatan tidak diterima, yaitu putusan yang menyatakan bahw

PN ot 7 L1
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d. Gugatan gugur, yaitu putus

itentukan tidak dipenuhi oleh Pen

- r { lﬂh d
syarat-syarat yang {€ an yang dijatuhkan hakim kare,

o8Uga

ucat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, {“eskipun el d...
ﬁ.lﬁggil dengan patut atau penggugat telah meninggal duniy

Susunan isi putusan Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tat, Usah,
Negara ayat (1), harus memuat:

d.

)

kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkap Kety.
hana Yang Maha Esa”.

Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atay tempat
kedudukan para pihak yang bersengketa.

Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat dengan jelas.
Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hy]

yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa.
Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.

Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama pani-
tera, serta keterangan tentang hadir atay tidaknya para pihak.

H. UPAYA HUKUM

b Banding
C. Kasasi.
Upaya hukum Jyar bias
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TUGAS
Buatlah suatu acara persidangan semu perkara tata usaha negara
Ji mana mahasiswa diberi tugas sebagai: |

| Lima orang membuat skenario sidang,

2. Penggugal.
3. Tergugat.
4. Panitera.
5. Hakim Majelis.

6. Penasihat Hukum.

Setiap subjek dalam peradilan semu ini menjalankan fungsinya

sebagaimana peradilan yang sebenarnya.
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CONTOH: SURAT GUGATAN

Palembang, 8 Agustiye 201
| y

Kepada Yth,

Bapak Ketua Pcngadnan

Tata Usaha Negara Pale

Di - Moang

Palembang

Perihal: GUGATAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
' ku Alam Asmaruddin, M. Eng., 5c., M.E.

Nama ‘|r. H. Mang
Warganegara Indonesia
Jenis Kelamin - Laki-laki

. Pensiunan Pegawali Negeri Sipil

Pekerjaan .
. JI. R.E. Martadinata No. 01 Rt. 33 Palembang

Alamat

sa khusus tanggal 3 Agustus 2015 yang di-

wakili kuasa hukumnya: Dr. M. Farras, S.H., M.H.dan H. RUSLI BASTARI, S.H.war-
g2 negara Indonesia. Kesemuanya adalah advokat yang berdomisili di JI. Bakung

IV No. 158 Rt. 36 Kelurahan Sialang Perumnas Sako Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAL

mengajukan gugatan terhadap KEPALA KANTOR

" Bahwa Penggugat dengan ini
PERTANAHAN KOTA PALEMBANG tempat kedudukan JI. Kapt. Arivai No. 99
| Pzlembang yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAL.
| Objek Gugatan:
1 Sertifikat Pengganti HGB No. 315/Kel. 2 llir tanggal 27 April 2015, luasny3
58.230 M2 atas nama:

I
2 DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET,

| 3. ASMARULLAH, M.A.
4. H.J.NARO,S.H.
Yang dikeluarkan oleh Tergugat
2. Sertifikat Pengganti HGB No. 316/Kel. 2 llir tanggal 27 April 201

40.000 m? atas nama:
1. DRS.DJAMALOEDDIN DJANGGOET,

2. ASMARULLAH, M.A.
3. H.J.NARO,S.H.
vang dikeluarkan oleh Tergugat

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut: 19 Me
1. Bahwa Penggugat adalah pemegang SHGB No. 315/Kel 2 Ilir tanggal n
1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m* yans tercatat Daflj 1)

ORS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, MA-

5, Juasny?
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) Bahwa Penggugat adalah ',:1!:{!1.',.““ pemilik sah SHGB Mo 314/v el 2 11y tang-

’ gal 19 Mei 1993_65. No. 2;#/‘//1‘)77 dengan luas 40000 i VAN 1ercatat
atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DIANGGOET, ASMARULLAM 14 A dor.
M. J. NARO, S.H.

Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2006 telah datang ve ¥antor Pert .
| nahan Kota Palembang guna melakukan pengecekan terhadap Sertifivas
Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315/Kel 2 llir tanggal 19 Mei 1993 6,5 Mo
2378/1977 dengan luas 58.230 m’ yang tercatat atas nama DRS, DJAMA.
LOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH,M.A., danH. J. NARO, S.H. dan Sert-
ifikat HGB No. 316/Kel 2 llir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan
luas 40.000 m? yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANG-
GOET,ASMARULLAH, M.A,,dan H. J. NARO, S.H.
~ Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315/Kel 2 llir tanggal 19 Mei
1993 GS.No.2378/1977 dengan luas 58.230 m?yang tercatat atas nama DRS.
DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, MA., dan H. J. NARO, S.H.
Dan Sertifikat HGB No. 316/Kel 2 llir tanggal 19 Mei 1993 GS.No.2379/1977
dengan luas 40,000 m? yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN
DJANGGOET,ASMARULLAH, M.A,,dan H. J. NARO, S.H. Ternyata telah diter-
bitkan Sertifikat Pengganti oleh Tergugat atas permintaan DRS. DJAMALOE-
DDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A.
. Bahwa permintaan penerbitan penggantian sertifikat tersebut dikarenakan
SHGB No. 315/Kel 2 llir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas
58.230 m? yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET.
ASMARULLAH, M.A.,, dan H. J. NARO, S.H. Dan Sertifikat HGB No. 316/Kel 2
llir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m? yang ter-
catat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, MA..
dan H. J. NARO, S.H. hilang, di mana pada tanggal 28 Februari 2005 DRS. DJA-
MALOEDDIN DJANGGOET dan ASMARULLAH, M.A., melapor ke Poltabes
Palembang, pada tanggal 1 Maret itu juga DRS. DJAMALOEDDIN DJANG-
GOET dan ASMARULLAH, M.A,, diangkat sumpah di Kantor Pertanahan Kota
Palembang dan pada tanggal 27 April 2005 diterbitkan Sertifikat Pengganti
Hak Guna Bangunan No:'315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dan Sertifikat
Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005.
. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Pengganti
Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 llir tanggal 27 April 2005 dan Sertifikat
Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 llir tanggal 27 April 2005 yang
dilakukan oleh Tergugat tersebut karena sangat merugikan Penggugat.
- Bahwa pada tahun 1974 atas prakarsa Bapak H. Asnawi Mangku Alam didiri-
kanlah perusahaan PT Delta Sumatera Carp dan PT Delta Sumatera Prefab,
oleh karena sesuatu hal perusahaan tersebut di atas tidak berjalan seba-
8aimana mestinya. Pada tahun1992 atas petunjuk Bapak H. Asnawi Mangku
Alam (Alm.), agar lahan seluas lébih kurang 10 hektare tersebut dimintakan
SHGBnya, hal tersebut terlaksana dan selesal pada tahun 1993 dengan biaya
. Pada waktu itu sebesar Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah)
karena Perusahaan tidak ada biaya, maka penggugat yang membiayai atau
Membayarnya terlebih dahulu dan akan dikembalikan apablila perusahaan
telah mempunyal uang atau tanah/lahan tersebut laku dijual; dan atas kese-
Pakatan bersama kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut disimpan
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. 3ank EXIM JIL Kapten A
srsama pad: SAFEDEPOSIT BOX| VA Riv
bersama pada andiri),dimmmIR./\SMARUD[)INdnn DRS.

(sekarang Bank M aaaans eabuk
GOET masing-masing memegang satu kunci dan
DIN DJANG SAFEDEPOSIT BOX tersebut SCWﬂkt: "

berhak untuk membuka .
karena banyak terdapat pcrmasalnlmn antara Penggugat dan DRs
LOEDDIN DJANGGOET sehubungan dengan kedua perusah

dan Penggugat sangat mengkhawatlrkan keberadaan kedua SGrt]f,krsebut

Guna Bangunan tersebut, apalagi sering b_Cfadﬂ dj luar negerj Aua Hay
maka kedua sertifikat tersebut Penggugat simpan di rumah pe"EgUgaitra"a].
Bahwa Desember 2004 DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAY

menanyakan tentang
gat yang menyimpannya
nya apalagi untuk menya
an Penggugat saja dan faktanya sam

tangan Penggugat.
8. Bahwa serifikat HG

lahgunakannya; karena semata-mata kek
pai saat ini masih dalam keadaan baiy
Kd

B No. 315/Kel 2 llir tanggal 19 Mei 1993 dan sery;g,
dt

HGB No. 316/Kel 2 llir tanggal 19 Mei 1993 tidak pernah hilang karep, ¢

impan oleh Penggugat, sedang DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAIS'
M_A. mengetahui jika kedua Sertifikat tersebut di tangan Penggugat dan SH.
andainya sertifikat tersebut hilang seharusnya Penggugat diikutsertaka zi

dalam mengajukan Penggantian sertifikat tersebut.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2006 telah mengirim surat kepag

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang isinya tentang permohonan

pemblokiran atas Sertifikat Pengganti Hak Guna Usaha No. 315/Kel 2 llir tang-

gal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m? yang tercatat atas nama DRS. DJA

MALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A,, dan H. J. NARO, SH. dan

' Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 llir tanggal 27 April

2005 dengan luas 40.000 m? yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN

DJANGGOET, ASMARULLAH, MA, dan H. J. NARO, S.H., yang ditandatangani
oleh kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada jawaban hingga saat ini.

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Penggant
Hak Guna Usaha No. 315/Kel 2 llir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas
"ama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A, dan H
J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel2
llir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN
DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. adalah bertentang
an dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentanﬂi:;
pula dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat 2 hf" k
a dan b) UU No. 9 Tahun 2004 karena dibuat dengan keterangar yané t'dzi
benar, yaitu dengan alasan kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut
atas hilang, padahal senyatanya atau faktanya sertifikat tersebu
Penggugat, sedangkan DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMA RULLAH, !
bahwa kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ada pada P_engg‘;gb r
hal ini membuktikan bahwa proses pembuatan Sertifikat Penggant ter;enar
di atas cacat hukum, karena dibuat dengan alasan atau dasar Yaf‘gt'dak
(bf.'rtentangan dengan peraturan karena didasarkan dengan kebohor
Di samping itu juga Tergugat di dalam penerbitan Sertifikat Pengga”
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but di atas melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umnum Pemerintah-
an yang Baik, dimana seharusnya sebelum menerbitkan SertiflPat-pethanti
(objek sengketa) sepatutnya Tergugat memanggil Penggugat yang nar:'u;nya
tercantum juga di dalam Sertifikat yang dikatakan hilang tersebut, namun hal

ini tidak dilakukan oleh Tergugat.
11, Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun

2004 jo. UU No. 5 1 Tahun 2009 yang berbunyi Badan/Pejabat Tata Usaha Ne-
gara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
herdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan
Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan
No. 315/Kel 2 llir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJA-
MALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A,, dan H. J. NARO, S.H. dan
Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 llir tanggal 27 April
2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, AS-
MARULLAH, M.A,, dan H. J. NARO, S.H., adalah merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu
sebagai berikut:

_ Ppasal 57 (2) yang berbunyi bahwa Permohonan Sertifikat pengganti se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang
namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang ber-
sangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan
akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau
surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya. Ternyata Tergugat
tidak pernah diikutsertakan dalam proses Penggantian Sertifikat terse-
but, padahal Penggugat tidak pernah memberikan hak kepada DRS. DJA-
MALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A,, dan H. J. NARO, S.H.
untuk menggantinya.

12. Bahwa di samping penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No.
315/Kel 2 llir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m?yang tercatat atas
nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, MA,, dan H. J.
NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 llir
tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m? yang tercatat atas nama DRS.
DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A,, dan H. J. NARO, 5.H.,
b?rtentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pener-
b_ltan Sertifikat tersebut juga bertentang-an dengan Asas-asas Umum Peme-
rintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Oleh

12 ;3" €nanya ha_rus dinyatakan batal atau tidak sah.

.Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam teng-
gang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu baru diketahui oleh
di?tgﬁznl:gat sejak tanggal 14 Juli 2015, maka gugatan Penggugat patut untuk

14, gi":joazakrkan segala alasan dan uraian yang disebutkan di atas, Penggugat
nanea epada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk me-

88il kedua belah pihak dalam perkara ini dan menyidangkannya serta

P .

_ g::_‘agg”lgat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Ne-

seb alembang untuk memutuskan perkara ini dengan amar yang berbuny!
agai berikut:

l...:-r o :_.," _q
R
IR T .L.'E
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abulkan gugatan Penggugat untuk "’e'“ruhn |
ak sah Sertifikat Pengganti Hak G, Ya,

; af.
1 No. 315/Kel 2 llir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58,27 n?:.nf“"*
' . arlg

tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASM‘\RUL'

LAH. M.A., dan H. J. NARO, s H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna p
MA. )

al 27 April 2005 dengan luas 4 -
gunan No. 316/Kel 2 llir tangga 000,
vang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET ASMIE

RULLAH. M.A., dan H. J. NARO, §.H., yang dikeluarkan oleh Terg,q,,
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Pengg,p. ™

' | 27 April 2005
Guna Banguna No. 315/Kel 2 llir tangga engan |
58.230 m? yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN p ANé?

GOET. ASMARULLAH, MA, dan H.J. NA}RO. S.H.dan Sertifikat Penggan.
ti Hak Guna Bangunan No. 216/Kel 2 llir tanggal 27 April 2005 dengap
luas 40.000 m? yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANG.

GOET, ASMARULLAH, MA., dan H. J. NARO, S.H., yang dikeluarkan oleh

Tergugat; : ot
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya per kara ini sesuai dengan

ketentuan. _
Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai pendapat

atau pandangan lain, maka Penggugat mohon Putusanyang seadil-adilnya meny-
rut Peradilan yang baik.

1. Menerimadan meng _
2. Menyatakan hatal atau tid

Hormat Penggugat,
Kuasanya

(Dr. M. FARRAS, S.H., M.H.) (H. RUSLI BASTARI, S.H)
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JAWABAN TERGUGAT
PERKARANO. 11/TUN/2006/PTUN.PLG

Palembang, 12 Desember 2015

KEPADA YTH.
KETUA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PALEMBANG
DI PALEMBANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh IR. H. MANGKU ALAM
ASMARUDDIN, M. Eng, Sc., ME melalui kuasa hukumnya Dr. M. Farras, S.H.,
M.H. dan H. RUSLI BASTARI, S.H. tanggal 8 Agustus 2015, perkenankan de-

ngan ini tergugat menyempaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:
1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ke-

cuali yang telah diakui secara tegas.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah pidana yang
harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga Peradilan Negeri di
mana berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Poltabes dan Surat
Pernyataan di bawah Sumpah/Janji bahwa sertifikat yang dimohonkan
diterbitkan pengganti tersebut hilang dan berdasarkan dalil di dalam gu-

gatan sertifikat tersebut ada pada Penggugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 8 Agustus 2015 telah melampaui ba-

tas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Un-
dang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986, di mana sertifikat pengganti tersebut diterbitkan pada
tanggal 27 April 2005 dan sebelum diterbitkan telah diumumkan melalui
media cetak atau Surat Kabar Sriwijaya Post dengan Reg. No. ...........06/
KH/BPN/2015 ............. Tanggal 14 Maret 2015. Bahwa alasan Penggu-
Bat baru mengetahui Penerbitan Sertifikat tersebut pada tanggal 14 Juli
2015 adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk memenuhi
tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

E:hwa Bugatan penggugat tanggal 8 Agustus 2015 adalah kabur dan
Nggugat belumlah cukup kepentingan untuk menggugat. Bahwa peme-

gaaf';B hak yang tercantum dalam salah satu sertifikat pengganti Hak Guna
8unan No, 315/Kelurahan 2 llir vaitu: |

_ ; Drs, Jamaloedin Janggoet
+ Asmaryllah!M.A.

3 H.J.Naro,

R A
'n." , 3
¥ '}.
: 23 1 £
?..".qq.h gt .h.'.q,"
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dan nama Pengugat tidaklah tercantum sehingga kepenlingan P
untuk menggugat tidak ada. engg%at

DALAM POKOK PERKARA _
1. Bahwa tergugat mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam ekseps; di
IMma.

sukkan sebagai bagian dari pokok perkara.
2. Bahwatergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaika
gugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat. 4 peng.
3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan adalah pemegang sertifiy
Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 llir adalah tidak benar. Bahy, Hak
benar adalah pemegang hak Serifikat Hak Guna Bangunan No 315\;3Kn8
lurahan 2 llir adalah Drs. Jamaloeddin Janggoet; Asmarullah, M A dar E|

J. Naro, S.H. dan bukanlah Pengugat seperti yang didalilkan Pe"EEUgat
pada angka 1 Gugatan Penggugat.

4. Bahwa Sertifikat Pengganti yang diterbitkan oleh Tergugat tidaklah me.
ngubah nomor hak maupun pemegans hak. Bahwa dengan telah diket..
huinya keadaan Sertifikat yang telah diganti tersebut, seharusnya dikem.
balikan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang seperti tercantum g;
dalam Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 1 Maret 2005,

5 Bahwa dalil Penggugat angka haruslah ditolak, di mana pembelokiran
yang diajukan oleh Penggugat melalui surat tanggal 7 Agustus 2015 telah
dicatat dalam buku tanah sesuai Pasal 126 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

) tentang pendaftaran tanah.
6. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertifikat Pengganti Hak Guna

Bangunan No. 315/Kelurahan 2 llir dan Sertifikat Pengganti Hak Guna

Bangunan No. 316/Kelurahan 2 llir telah sesuai dengan peraturan Per-

undang-undangan yang berlaku serta telah memperhatikan asas-as®

umum Pemerintahan yang baik di dalam proses penerbitannya sesual

dengan Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Yang
Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk member ikan
putusan dengan amarnya:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau se
menyatakan tidak diterima;

2. Menyatakan sah Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No.
lurahan 2 llir Tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m*yané
atas nama Drs. DJamaloeddin Janggoet, Asmarullah, M.A., dan H
S.H. dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No, 316/Kelurahan 2 I1if
27 April 2005 dengan luas 40.000 m? yang tercatat atas nama Drs-

. : [
maloeddin Janggoet; Ir. Asmaruddin dan H, J. Naro, S.H. yang 9"
kan oleh tergugat; " '

tidak-tidakny?

315/Ke
tercatat

’5-"':'!} " ";:’:j‘__'-‘tl
232
é';ﬂ-}lﬂr P g
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3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dala
ini sesual ketentuan. Dan/atau Majelis Hakim berpenmm; ;:":] p;rk}:'ara
.t b . ' onon

putusan yang seadil-adilnya.
pemikianlah Jawaban Tergugat, atas perhatian dan pertimbangan Mai
iis Hakim yans terhormat diucapkan terima kasih. aje-

1. YAZULL S.H. ccvniiinisininnsnn
9 AHMAD AMINULLAH, S.H. coovvevisssssnnisssns

3 IR. MUKHAMMAD JALDAN ..ccvmmmmssins
4 AHMAD SYHABUDIN, S.H. ..o

5. PRATINA, S.H. ccccisiieiinnnenene
6. IMRONI, S.H. cvvneeiiiiiinciinnnne,
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